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Abstrak: Penelitian ini membahas peran pendidikan agama di Indonesia dalam konteks pluralisme dan 
mandatorisitasnya sebagai bagian dari UUD 1945. Dalam masyarakat yang beragam, pendidikan agama 
tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran ajaran tertentu, tetapi juga sebagai alat untuk membangun 
karakter dan identitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pendidikan 
agama dapat berkontribusi terhadap pengembangan toleransi antarumat beragama serta membentuk 
sikap positif siswa terhadap perbedaan. Keberagaman agama di Indonesia menciptakan tantangan 
terkait netralitas negara dalam pendidikan agama. Pertanyaan mendasar yang diangkat adalah apakah 
negara seharusnya bersikap netral atau memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan agama 
tertentu. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan publik yang konsisten dan inklusif dalam 
pelaksanaan pendidikan agama, serta evaluasi terhadap kurikulum yang ada untuk memastikan semua 
agama mendapatkan perhatian yang seimbang. Dampak globalisasi juga menjadi aspek yang penting 
dalam pendidikan agama. Akses informasi yang luas melalui teknologi informasi mempengaruhi cara 
siswa memahami dan mempraktikkan agama mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh 
globalisasi dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan agama, serta bagaimana sekolah 
dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih menarik 
dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research, yang memungkinkan 
pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis. Analisis konten dilakukan untuk 
mengidentifikasi tema-tema utama dan argumen yang mendukung penelitian, serta untuk memberikan 
perspektif yang seimbang terhadap pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia. Dengan pendekatan 
interdisipliner, penelitian ini mengaitkan perspektif sosiologis, psikologis, dan politik dalam memahami 
dinamika pendidikan agama. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 
berguna bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan agama 
yang lebih baik dan inklusif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, pendidikan 
agama dapat berfungsi sebagai fondasi untuk membangun karakter dan kebersamaan di tengah 
keragaman. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama harus menjadi sarana untuk 
memperkuat persatuan dalam keberagaman, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan 
saling menghormati. 
Kata Kunci: Pendidikan Agama, Pluralisme, UUD 1945, Toleransi. 
 
Abstract: This study discusses the role of religious education in Indonesia within the context of pluralism and its 
mandatory status as part of the 1945 Constitution. In a diverse society, religious education serves not only to teach 
specific doctrines but also as a tool for building character and national identity. The aim of this research is to explore how 
religious education can contribute to the development of tolerance among religious communities and foster positive attitudes 
in students towards differences. The diversity of religions in Indonesia presents challenges related to the neutrality of the 
state in religious education. A fundamental question raised is whether the state should remain neutral or bear the 
responsibility to support specific religious education. This study emphasizes the need for consistent and inclusive public 
policies in the implementation of religious education, as well as an evaluation of the existing curriculum to ensure all 
religions receive balanced attention. The impact of globalization is also a significant aspect of religious education. The 
wide access to information through technology influences how students understand and practice their faith. The research 
examines how globalization can pose challenges as well as opportunities for religious education, and how schools can 
utilize technology to convey religious values in more engaging and relevant ways. The research employs a Library Research 
method, allowing for the collection and analysis of data from various written sources. Content analysis is conducted to 
identify key themes and arguments that support the research, providing a balanced perspective on the implementation of 
religious education in Indonesia. Through an interdisciplinary approach, this study connects sociological, psychological, 
and political perspectives to understand the dynamics of religious education. Ultimately, this research aims to provide 
useful recommendations for policymakers, educators, and society in developing better and more inclusive religious 
education. By prioritizing national values and tolerance, religious education can serve as a foundation for building 
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character and unity amid diversity. This study asserts that religious education should be a means to strengthen unity in 
diversity, thereby creating a harmonious and respectful society. 
Keywords: Religious Education, Pluralism, 1945 Constitution, Tolerance. 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan agama di Indonesia merupakan tema yang selalu relevan dan sering 
menimbulkan perdebatan. Sebagai negara majemuk dengan semboyan "Bhinneka Tunggal 
Ika," Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit mengakomodasi peran 
agama, terutama melalui Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa," dan ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama. Dalam 
konteks pendidikan, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan sistem 
pendidikan nasional yang mencakup Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai komponen 
integral dalam kurikulum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Namun, hubungan antara idealisme konstitusional dan implementasi PAI di lapangan 
tidak selalu berjalan mulus. Pertanyaan mendasar muncul mengenai netralitas negara dalam 
pendidikan agama: apakah negara seharusnya bersikap netral atau memiliki tanggung jawab 
untuk mendukung pendidikan agama tertentu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, 
terutama dalam konteks pluralisme, di mana pendidikan agama seharusnya mampu 
memberikan landasan yang kuat bagi siswa untuk memahami identitas mereka sebagai warga 
negara. Hal ini menjadi semakin penting dalam masyarakat yang beragam, di mana pelajaran 
agama bisa berfungsi sebagai alat untuk memperkuat rasa kebangsaan. 

Kebijakan publik mengenai pendidikan agama juga menjadi fokus penting. Meskipun 
pemerintah telah menetapkan kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, 
implementasinya seringkali tidak merata. Di beberapa daerah, pelajaran agama mungkin 
mendapat perhatian lebih, sedangkan di daerah lain, hal ini tidak terjadi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan semangat 
pluralisme yang terkandung dalam UUD 1945 dan bagaimana kebijakan ini diterapkan di 
berbagai daerah. 

Toleransi antarumat beragama adalah aspek lain yang perlu diperhatikan. Pendidikan 
agama tidak hanya berfungsi untuk mendidik siswa tentang keyakinan mereka sendiri, tetapi 
juga untuk mengajarkan mereka menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini, 
penting untuk menganalisis bagaimana pelajaran agama dan kegiatan dialog antaragama di 
sekolah dapat membangun toleransi. Apakah kegiatan ini cukup efektif dalam menciptakan 
lingkungan yang saling menghormati? 

Dampak globalisasi juga tidak dapat diabaikan. Dengan kemajuan teknologi dan akses 
informasi yang semakin luas, anak-anak saat ini terpapar pada berbagai ide dan ajaran agama 
dari seluruh dunia. Ini dapat memengaruhi cara mereka memahami dan mempraktikkan 
agama. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana globalisasi mengubah cara pendidikan 
agama disampaikan dan diterima oleh generasi muda, serta dampaknya terhadap praktik 
keagamaan di masyarakat. 

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini sangat penting. Menggabungkan 
perspektif sosiologis, psikologis, dan politik akan memberikan pemahaman yang lebih 
komprehensif tentang pendidikan agama. Dari sudut pandang sosiologis, kita bisa melihat 
bagaimana pendidikan agama mempengaruhi hubungan antarumat beragama di masyarakat. 
Sedangkan dari sudut pandang psikologis, kita dapat mengkaji bagaimana pendidikan agama 
membentuk karakter dan sikap siswa dalam menghadapi perbedaan. 

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas pendidikan agama, masih 
terdapat kekurangan dalam studi yang mengaitkan semua aspek ini secara holistik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang 



Perspektif Agama dan Identitas Volume 10, Nomor 6, Tahun 2025 Halaman 157-165 

 

159 Perkasa & Aprison. - Negara Tak Boleh Netral? Pendidikan Agama Sebagai Mandat Konstitusi Dalam UUD 1945” 

  

peran pendidikan agama di Indonesia dalam konteks pluralisme dan kebangsaan. Hal ini 
penting untuk memahami bagaimana pendidikan agama dapat berkontribusi pada harmoni 
sosial. 

Tantangan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah juga perlu diperhatikan. 
Terdapat masalah seperti kurangnya pelatihan bagi guru, kurikulum yang tidak memadai, dan 
kurangnya dukungan dari orang tua. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang 
memengaruhi efektivitas pendidikan agama di sekolah, serta bagaimana solusi dapat 
diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. 

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan 
agama. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya untuk membangun pendidikan agama yang 
inklusif dan toleran akan sulit tercapai. Penelitian ini akan mempertimbangkan bagaimana 
peran komunitas dalam mendukung pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta bagaimana 
masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. 

Peran pemerintah dalam mendukung pendidikan agama juga tidak dapat diabaikan. 
Kebijakan yang baik dan dukungan yang memadai dari pemerintah sangat penting untuk 
menciptakan pendidikan agama yang efektif. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan yang ada 
dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan mengkaji berbagai aspek pendidikan agama, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan baru tentang tantangan dan peluang yang ada. Hasil penelitian ini akan 
menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat umum dalam 
mengembangkan pendidikan agama yang lebih baik dan lebih inklusif. Akhirnya, hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi semua pihak 
terkait, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung nilai-nilai kebangsaan dan toleransi 
bagi semua siswa di Indonesia. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Library Research atau penelitian kepustakaan, yang 
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis 
yang relevan dengan tema pendidikan agama di Indonesia. Metode ini dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran, teori, dan data yang telah ada sebelumnya, 
serta memahami konteks yang lebih luas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan 
agama, netralitas negara, dan pluralisme. 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber pustaka 
yang relevan. Peneliti akan mencari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen 
resmi yang membahas topik pendidikan agama, kebijakan pendidikan, serta toleransi 
antarumat beragama di Indonesia. Sumber-sumber ini akan diambil dari perpustakaan 
universitas, database akademik, dan situs web resmi pemerintah serta organisasi keagamaan. 
Peneliti juga akan mempertimbangkan publikasi terbaru untuk memastikan bahwa informasi 
yang dikumpulkan adalah terkini dan relevan. 

Setelah mengumpulkan berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 
konten. Peneliti akan membaca dan menganalisis informasi yang diperoleh untuk 
mengidentifikasi tema-tema utama, argumen, serta data yang mendukung penelitian. Analisis 
ini akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana pendidikan agama diposisikan dalam 
konteks kebijakan negara dan bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat. Peneliti juga 
akan mencari pandangan yang berbeda untuk memberikan perspektif yang seimbang. 

Metode library research juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji literatur yang ada 
tentang dampak globalisasi terhadap pendidikan agama. Dengan memahami bagaimana 
informasi dan ajaran agama dari luar Indonesia mempengaruhi generasi muda, peneliti dapat 
memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan 
agama saat ini. Selain itu, peneliti juga akan mencari literatur yang membahas pendekatan 
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interdisipliner dalam pendidikan agama, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih 
komprehensif. 

Akhirnya, hasil dari analisis ini akan disusun dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk 
menyajikan temuan-temuan utama dari penelitian. Peneliti akan merumuskan kesimpulan dan 
rekomendasi berdasarkan data yang telah dianalisis, yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan pendidikan agama di Indonesia. Dengan menggunakan 
metode library research ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang 
lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran pendidikan agama dalam konteks 
pluralisme dan kebangsaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Peran Pendidikan Agama dalam Identitas Nasional 

Pendidikan agama di Indonesia memiliki peran krusial dalam membangun identitas 
nasional, terutama di tengah keberagaman yang ada. Dalam konteks ini, pendidikan agama 
tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan ajaran agama tertentu, tetapi juga sebagai sarana 
untuk membentuk karakter dan sikap siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam 
kurikulum, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami pentingnya toleransi 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara 
dengan berbagai latar belakang budaya dan agama. 

Melalui pendidikan agama, siswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai 
kebangsaan yang sejalan dengan ajaran agama. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, saling 
menghormati, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan 
pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut, siswa diharapkan dapat berkontribusi 
positif dalam masyarakat, menjaga kerukunan sosial, dan membangun solidaritas antarumat 
beragama. Ini menjadi sangat penting dalam mencegah konflik yang dapat muncul akibat 
perbedaan keyakinan. 

Pendidikan agama juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang 
baik antar kelompok agama. Di sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan inklusif, siswa 
dari berbagai latar belakang dapat belajar dan berinteraksi dengan harmonis. Kegiatan dialog 
antaragama dan pembelajaran kolaboratif memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling 
memahami dan menghargai satu sama lain. Dengan cara ini, pendidikan agama tidak hanya 
membentuk individu yang religius, tetapi juga warga negara yang peduli terhadap kerukunan 
sosial. 

Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan agama masih ada. Kurikulum yang 
cenderung berat sebelah dan kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan pendidikan 
agama secara inklusif menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk terus 
mengembangkan program pendidikan yang lebih baik, yang mencakup semua ajaran agama 
secara proporsional. Dengan upaya yang terkoordinasi, pendidikan agama dapat berperan 
sebagai alat strategis dalam memperkuat persatuan dan toleransi di tengah keragaman 
masyarakat Indonesia.  
Contoh: 

Siswa yang terlibat dalam kegiatan lintas agama di sekolah, seperti dialog antaragama, 
dapat mengembangkan sikap toleran dan memahami perbedaan. 
2. Kebijakan Publik dan Implementasi 

Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan agama memiliki dampak yang 
signifikan terhadap implementasi pendidikan di sekolah-sekolah. Kebijakan ini mencakup 
pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan 
bahwa pendidikan agama dapat berlangsung dengan baik. Meskipun terdapat kurikulum yang 
ditetapkan oleh pemerintah, sering kali praktik di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. 
Banyak sekolah yang lebih menekankan pada satu agama, khususnya Islam, sementara ajaran 
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agama lain kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menciptakan 
ketidakseimbangan dalam penyampaian nilai-nilai agama di kalangan siswa. 

Perlunya integrasi ajaran semua agama dalam kurikulum secara proporsional menjadi 
semakin mendesak. Dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, penting bagi siswa 
untuk memahami berbagai ajaran dan pandangan yang berbeda. Ini tidak hanya akan 
memperkaya wawasan siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan sikap toleran 
terhadap perbedaan. Dengan kurikulum yang mencakup semua ajaran agama, siswa dapat 
belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga menciptakan 
lingkungan yang inklusif di sekolah. 

Implementasi kurikulum yang lebih adil juga memerlukan pelatihan dan dukungan bagi 
para guru. Banyak guru yang belum terbiasa mengajarkan pendidikan agama secara inklusif, 
sehingga mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami pentingnya 
pendekatan yang menghargai keberagaman. Melalui program pelatihan yang komprehensif, 
guru dapat belajar cara mengintegrasikan berbagai ajaran agama dalam pembelajaran, serta 
menciptakan ruang diskusi yang aman bagi siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka. 
Dengan demikian, pendidikan agama dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk 
karakter siswa. 

Selain itu, keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti orang tua dan masyarakat, juga sangat 
penting dalam mendukung implementasi pendidikan agama yang inklusif. Kolaborasi antara 
sekolah, orang tua, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan 
saling menghormati. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, pendidikan agama tidak 
hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk membangun persatuan 
dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Upaya ini akan membawa 
dampak positif bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan keragaman di 
masyarakat.  
Contoh: 

Di daerah dengan populasi minoritas yang tinggi, seperti Bali, kurikulum pendidikan 
agama perlu disesuaikan untuk mencakup ajaran Hindu secara lebih adil. 
3. Pengembangan Toleransi Melalui Pendidikan Agama 

Pendidikan agama memiliki peran penting dalam mengembangkan toleransi antarumat 
beragama di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan agama dapat menjadi 
sarana untuk memperkuat hubungan antar siswa yang berasal dari latar belakang agama yang 
berbeda. Salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui dialog antaragama 
dan pembelajaran inklusif. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi 
pandangan, mendengarkan perspektif satu sama lain, dan memahami nilai-nilai yang 
mendasari setiap agama. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang ajaran agama 
mereka sendiri, tetapi juga mengenai keyakinan orang lain. 

Melalui dialog antaragama, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan melihatnya 
sebagai kekayaan budaya yang harus dirayakan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk 
diskusi, seminar, atau proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. 
Dengan keterlibatan aktif dalam dialog, siswa dapat mengembangkan empati dan sikap saling 
menghormati. Ini sangat penting dalam membentuk generasi yang mampu hidup harmonis di 
tengah keragaman, di mana perbedaan bukanlah sumber konflik, melainkan kesempatan 
untuk saling belajar. 

Namun, efektivitas pendidikan agama dalam mengembangkan toleransi sangat 
bergantung pada pelatihan guru. Guru yang terlatih dengan baik akan lebih mampu 
memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi 
siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka. Tanpa pelatihan yang memadai, guru 
mungkin kesulitan untuk mengelola perbedaan pendapat dan konflik yang muncul selama 
pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menyediakan program 
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pelatihan yang fokus pada keterampilan mendidik yang inklusif dan menghargai keberagaman. 
Dengan dukungan pelatihan yang tepat, guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif 

dalam pendidikan agama. Mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai toleransi ke dalam 
kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari. Melalui pendekatan yang inklusif dan 
dialogis, pendidikan agama tidak hanya akan membekali siswa dengan pengetahuan agama, 
tetapi juga keterampilan sosial yang penting untuk membangun masyarakat yang lebih 
harmonis. Dengan cara ini, pendidikan agama dapat berkontribusi secara signifikan dalam 
menciptakan lingkungan yang saling menghormati di Indonesia.  
Contoh: 

Kegiatan dialog antaragama di sekolah dapat melibatkan siswa dari berbagai latar 
belakang untuk mendiskusikan nilai-nilai bersama, seperti keadilan dan kasih sayang. 
4. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat 

Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan agama, 
terutama dalam konteks pembentukan karakter dan nilai-nilai siswa. Ketika orang tua aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, mereka tidak hanya mendukung proses belajar anak-
anak mereka, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan rumah. Kehadiran orang 
tua dalam kegiatan seperti pertemuan orang tua, seminar, atau acara keagamaan dapat 
menciptakan suasana yang mendukung di mana nilai-nilai agama dan kebangsaan diajarkan 
dan dipraktikkan secara bersamaan. Hal ini membantu siswa merasa lebih terhubung dengan 
ajaran yang mereka pelajari, karena mereka melihat contoh nyata dari orang tua mereka. 

Selain itu, partisipasi orang tua dalam pendidikan agama dapat memperkaya pengalaman 
belajar siswa. Dengan melibatkan orang tua dalam diskusi tentang nilai-nilai agama dan 
kebangsaan, siswa mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai 
tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua dapat berbagi 
pengalaman pribadi atau cerita yang relevan, yang dapat membantu siswa memahami konsep-
konsep abstrak dengan lebih baik. Keterlibatan ini juga mendorong dialog yang sehat antara 
siswa dan orang tua, yang dapat memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan 
pemahaman tentang peran agama dalam kehidupan mereka. 

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan agama. 
Komunitas yang aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dapat membantu 
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Misalnya, kolaborasi antara sekolah 
dan organisasi keagamaan lokal dapat menghasilkan program-program yang mempromosikan 
dialog antaragama dan saling menghormati. Dengan melibatkan masyarakat, siswa dapat 
belajar dari berbagai tradisi dan praktik keagamaan, yang pada gilirannya akan memperluas 
wawasan mereka dan membantu mereka menghargai keragaman. 

Namun, untuk mencapai keterlibatan yang efektif, perlu ada upaya sistematis dari pihak 
sekolah untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi. Sekolah harus menciptakan 
saluran komunikasi yang efektif dan mengembangkan program-program yang melibatkan 
orang tua dan masyarakat secara aktif. Dengan menciptakan kesempatan bagi orang tua dan 
anggota masyarakat untuk berkontribusi, pendidikan agama tidak hanya akan menjadi 
tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi usaha bersama yang melibatkan seluruh 
komunitas. Hal ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat, di mana nilai-nilai 
agama dan kebangsaan dapat ditanamkan secara lebih mendalam dan berkelanjutan.  
Contoh: 

Kegiatan komunitas seperti perayaan hari besar keagamaan yang melibatkan orang tua 
dan siswa dapat membantu memperkuat nilai-nilai kerukunan dan saling menghormati. 
5. Tantangan dalam Pendidikan Agama 

Tantangan utama dalam pendidikan agama di Indonesia adalah kurangnya pelatihan 
yang memadai bagi para guru. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk mengajarkan pendidikan agama secara inklusif dan 
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objektif. Tanpa pelatihan yang tepat, guru mungkin kesulitan untuk mengelola diskusi tentang 
ajaran agama yang berbeda, serta mengatasi prasangka dan stereotip yang ada di kalangan 
siswa. Hal ini dapat mengakibatkan pembelajaran yang tidak efektif dan bahkan memperburuk 
ketegangan antaragama di lingkungan sekolah. 

Selain itu, perlunya pembaruan kurikulum menjadi tantangan lain yang krusial. 
Kurikulum pendidikan agama yang ada saat ini seringkali lebih menekankan satu agama 
tertentu, sehingga mengabaikan ajaran agama lain yang juga penting untuk dipahami. Dengan 
keragaman agama yang ada di Indonesia, sangat penting untuk menyusun kurikulum yang 
mencakup semua ajaran agama secara proporsional. Pembaruan ini akan memberikan siswa 
pemahaman yang lebih utuh tentang berbagai keyakinan, serta membantu mereka 
mengembangkan sikap toleran dan saling menghargai. 

Salah satu solusi untuk tantangan ini adalah mengembangkan program pelatihan yang 
komprehensif bagi guru pendidikan agama. Program ini harus mencakup metode pengajaran 
yang inklusif, teknik untuk memfasilitasi diskusi antaragama, serta cara mengatasi konflik yang 
mungkin muncul akibat perbedaan pendapat. Dengan pelatihan yang tepat, guru akan lebih 
siap untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa dari 
berbagai latar belakang agama. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan 
agama, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis. 

Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat 
penting dalam menangani tantangan ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk merumuskan 
kebijakan yang mendukung pembaruan kurikulum dan pelatihan guru yang efektif. Dengan 
adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, pendidikan agama dapat berfungsi 
sebagai alat untuk membangun toleransi dan saling pengertian di antara siswa. Dengan 
demikian, pendidikan agama tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi juga sarana untuk 
membentuk karakter dan nilai-nilai yang positif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.  
Contoh: 

Program pelatihan yang mengedukasi guru tentang keberagaman dan pendekatan 
inklusif dapat meningkatkan kualitas pengajaran pendidikan agama. 
6. Adaptasi di Era Digital 

Sekolah-sekolah perlu memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan nilai-nilai agama 
dengan cara yang menarik dan relevan. Dengan kemajuan teknologi, guru dapat menggunakan 
berbagai alat digital, seperti video, aplikasi interaktif, dan platform pembelajaran online, untuk 
menyampaikan materi ajaran agama. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih 
menarik, tetapi juga membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar. Misalnya, 
penggunaan video dokumenter tentang berbagai tradisi keagamaan dapat memberikan 
konteks visual yang mendalam dan memperkaya pemahaman siswa. 

Selain itu, teknologi memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang lebih 
kolaboratif. Siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang melibatkan 
berbagai ajaran agama, menggunakan alat komunikasi digital untuk berinteraksi satu sama lain. 
Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja dalam tim, tetapi juga 
mendorong mereka untuk menghargai perspektif berbeda. Dengan cara ini, pendidikan agama 
menjadi lebih dari sekadar penyampaian informasi; ia menjadi ruang untuk eksplorasi dan 
dialog yang konstruktif. 

Penggunaan teknologi juga dapat membantu guru untuk mengakses sumber daya yang 
lebih luas dan terkini. Berbagai platform online menyediakan materi ajar yang dapat 
diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama. Guru dapat menggunakan sumber daya 
ini untuk menyusun pelajaran yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan 
materi ajar yang lebih beragam, siswa akan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-
nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 
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Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan 
bijak. Sekolah perlu memastikan bahwa konten yang diajarkan sesuai dengan nilai-nilai yang 
ingin disampaikan dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Selain itu, pelatihan 
bagi guru dalam menggunakan teknologi juga sangat penting agar mereka dapat 
memaksimalkan potensi alat digital dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, 
teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai agama, menciptakan 
pengalaman belajar yang menyenangkan, dan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam 
masyarakat yang semakin terhubung.  
Contoh: 

Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang nilai-nilai agama dan 
kegiatan positif dapat menarik minat siswa.. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama di Indonesia memiliki peran yang 
sangat vital dalam membangun identitas nasional dan memperkuat toleransi antarumat 
beragama. Dalam konteks pluralisme, pendidikan agama tidak hanya berfungsi untuk 
mengajarkan ajaran agama tertentu, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan 
sikap siswa. Oleh karena itu, peran pendidikan agama sebagai mandat konstitusi dalam UUD 
1945 perlu ditekankan dalam kebijakan pendidikan nasional. 

Selanjutnya, keberagaman agama di Indonesia mengharuskan adanya kebijakan yang 
inklusif dalam pendidikan agama. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan 
pendidikan agama sering kali tidak merata di berbagai daerah. Hal ini menciptakan 
ketidakseimbangan dalam penyampaian nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan agama mencerminkan 
keberagaman agama yang ada di masyarakat dan memberikan perhatian yang sama kepada 
semua agama. Akhirnya, dampak globalisasi dan kemajuan teknologi harus diintegrasikan 
dalam pendidikan agama. Akses informasi yang luas memberikan tantangan dan peluang bagi 
siswa dalam memahami ajaran agama. Pendidikan agama harus mampu beradaptasi dengan 
perubahan ini untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya mendapatkan 
pengetahuan yang mendalam tentang agama mereka, tetapi juga memahami dan menghargai 
perbedaan. Dengan demikian, pendidikan agama dapat berfungsi sebagai jembatan untuk 
menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. 
SARAN 

Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kurikulum 
pendidikan agama agar lebih mencerminkan keberagaman agama di Indonesia. Kebijakan 
pendidikan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua agama mendapatkan perhatian 
yang seimbang, sehingga siswa dapat belajar menghargai dan memahami perbedaan. Ini dapat 
dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi 
keagamaan dan masyarakat. 

Kedua, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru pendidikan agama harus 
ditingkatkan. Guru perlu dibekali dengan keterampilan yang cukup untuk mengajarkan 
pendidikan agama secara inklusif dan menyeluruh. Program pelatihan yang komprehensif 
dapat membantu guru untuk memahami pentingnya pendekatan yang menghargai 
keberagaman, serta cara memfasilitasi dialog antaragama yang konstruktif di dalam kelas. 

Ketiga, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan kunci untuk 
menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan inklusif. Masyarakat perlu dilibatkan 
dalam proses pendidikan agama, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah maupun 
dukungan terhadap program-program yang mendukung toleransi. Dengan langkah-langkah 
ini, diharapkan pendidikan agama dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pembentukan 
karakter siswa dan penguatan rasa persatuan di tengah keragaman yang ada. 



Perspektif Agama dan Identitas Volume 10, Nomor 6, Tahun 2025 Halaman 157-165 

 

165 Perkasa & Aprison. - Negara Tak Boleh Netral? Pendidikan Agama Sebagai Mandat Konstitusi Dalam UUD 1945” 

  

DAFTAR PUSTAKA 
C. A. J. Jansen, "Religious Education and National Identity in Indonesia," International Journal of  

Educational Research, vol. 87, 2018. 
S. W. M. Rahman, "Educational Policy and Religious Education in Indonesia," Journal of  Education 

Policy, vol. 32, no. 4, 2017. 
R. H. B. Al-Shehri, "The Role of  Religious Education in Promoting Tolerance," Journal of  Religious 

Education, vol. 65, no. 2, 2020. 
J. F. B. Toh, "Parental Involvement in Religious Education: A Study of  Community Engagement," 

Journal of  Community and Educational Research, vol. 5, no. 1, 2021. 
M. S. H. Karim, "Challenges in Religious Education: The Need for Teacher Training," International 

Journal of  Teacher Education and Professional Development, vol. 6, no. 1, 2023. 
T. H. J. Clarke, "Digital Learning in Religious Education: Opportunities and Challenges," Journal of  

Online Learning and Teaching, vol. 14, no. 2, 2018. 
A. J. F. McKenzie, "Collaborative Approaches to Improving Religious Education," International 

Journal of  Educational Management, vol. 33, no. 5, 2020. 


